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g-enggaji GTT. Sehingga mulai.Januari 201 6 nanti'"merG
if31:"ld:pat gaji au"gai
fj$aran antara Rp 1,1 juta
nmgga Rp 1,2 juta.,kJ;; ;;;:
saran Rp 9.s_miliar it, Gi,i"""oreh ljrnas pendidikan dulu.gl Fqi itu sudah ai""p"["iiuntuk menggaji 662guru tidak
:.:lipjP mulai Januari zoio;:u;ar pebriantara.

rebn menambahkan, 667guru tersebut hanya un_tuk tingkat SD, sementara
guru, tragkat SMp yang juea
m_endaft ar akan kem baf d;::gas dalam pertemuan selan_
.yutnya. '.Kalau guru SMp
I1"g 

jysl mendaft'ar itu .t""r<amr bahas lagi. Sementara

]l,,Il j.9l_*"; so r"_-iiis:

ft{il'1lfirailg}iiirf
.,h,ulsenada diiampaikan
sekda Gianyar I.B. G"C" Ad;
lupyt"l.bahwa keputusan
r_ersebut diambil berdasarkan
resepaKatan dengan Dewan
y]frvr", karena selisih sangatrlprs_antara kebutuhan guru
-1:1H.?" yang Iulus sel-eksiverrtrkasi. ,,Saat rapat tadi
1.,Y?," menyampaik-an dari
:eustn yang tipis ini sangatcrsayangkan kalau ada guruy^arg dieliminasi lagi. J"adi,
,tanqa,me_ngabaikan- sistemkami eksekutif setuju a""g"r-
fllit3r p.:"."s seleksi tetap"di
raxuxan.'. ucapnya. (kmbbS)
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yar, untuk menggaji mereka
mulai Januari 2016.

Ketua Komisi IV DPRD
Gianyar Putu Pebriantara
mengatakan, dalam rapat
Banggar yang dihadiri oleh ek-
sekutif dari Pemkab Gianyar
ini, sudah disepakati bahwa
667 guru yang lolos seleksi
verifikasi dari 669 pendaftar
itu, diloloskan dalam seleksi
GTT selanjutnya.

"Hal ini dilakukan kar-
ena melihat tipisnya selisih '

665. Sehingga dalam rapat
-uanggar tadr semua sepakat
665. Sehi

sepakat
bila 667 guru SD tersebut di-
pastikan lolos sebagai GTT
ctr Kabupaten Gianyar mulai
2016 nanti," katanva.
_ Meski semua guru tersebut
dipastikan lolos, kata pebri.
proses seleksi untuk nrru GTI
di Kabupaten Gianyar tetap
akan dilangsungkan di BKN
Uenpasar pada November
201q rumti. '!es yang diada-
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IAJI GTI| - Ketro Komisi rv DPRD Gianvor Putu Pebriontara (hiri) d.id.ampingi ang.ggtq (onlis-i IV-Ni Made Ratnddi aadt d,itemui *", ^"lr^)lflriI"apat Banggor d'i Kantor Dewan Gianltar, senin (1g/10)'ieiiin. aonggo, i.nxe-{uiui Rp g,8 miliar unauh gaji 662 guru tid.ah tetop (GTT).

Banggar Setujui Rp 9,8 Miliur
t./

antara yang lolos verifikasi
{:pqrt kekurangan guru SD
clr lrabupaten Gianyar yakni

kan nanti tetap berlangsung.
Fungsinya untuk pemetaan
kualitas guru. Kalau ada kual-
itas guru yang kurang, nanti
mendapat pembinaan dari
Dinas Pendidikan," jelasnya.

Dalam rapat Banggar terse-
butjuga disepalati akan diang-
garkan Rp 9,8 miliar untuk

untuk Gaji 667 GTT
Gianyar (Bali Post) -

Tercatat 6-67 g-u1u SD di Kabupaten Gianyar di_
ny-atakan lolos dalam proses veiifikasi pendaftar
seleksi guru tidak tetap (GTT). Sementira dalam
llpat Banggar yang berlangsung di Kantor Dewan
Gianyar, Se11n (19/f0) kemarin, disepakati ag." 

""_luruh-guru SD tersebut langsung difoloskan?alam
tes seleksi GTT yang direncanakan November 20lE
mendatang.
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Kabareskrim Polri Ianji Seret Tersangka Lain
* Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan BP3TKI Denpasar

. DO(.NI]SABALI

TERDAKWA, Kepala BP3TKI Denpasar, Wayan Pageh (kiri belakang) saat
dengarkan keterangan saksi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar,

Seperti dil€tahui sebelurnnla dalarn
sidangwtukduaEdal<lla,laibJ l6la
BPJIKI, heeh dan PPK Prio Adsan-
aEobruEl€p dua namabaru sebagai
pengatu rnark up lahan dan penerima
aliran dana hasil mark up, I(eduanva
Wahyu Matondang alias-Doa* yairg
disebut sebagai otak korupsi mark
up lalnn BP3TKI fBadan Pelaprnn
PenompatandanPertindunganTenaga
IGrja Indonesial Denpasar dan Ins-
pelturat lenderal di BNPZII( Jalsta,
Mangasi Simanjuntak yang disebut
sebagai atamn Dodik

Dalam sidang yang digela4 Rabu
(7/10) Ialu Dodik png sebelumnya
disebut sebagai otak korupsi lGrena
mengahlr keraikan harga wnh dari
Rp J miliarmenjadi Rp 6,7 miliardan
menerirna aliran uary hasil lorupsi Rp
1,5 miliar langsung membantahrya-
Malah Dodik terus men'€but nana
lnspektorat Jenderal di BNPzTKI Ja-
karta, Mangas sebagai atasan )lang
mengalahya dalam,pengdaan hlnn
BP3TKI Denpasariangberujungmark
up Rp 22 miliar

Hakim yang memimpin sidang
Tipikoa Edward Haris Sinaga sem-
pat menanyakan status Dodik dan
lvlangri dalam l€sus korup6r dengan
dua tedal(\^a yaitu Kepala BP3TKI
Denpasa[ WaJEn hgeh dan kiyo Mi
Santoso Namun iaksa mengatakan
jika Huania rnasih berstaurs saksi
dan penyelidikan dilalokan Mabes
Pdri Sementara dalam penyidilon di.
PoldaBaliunukduaesanglcalaillllya
Dodikdan ltangasi jugamasih menjadi
salsi,trtz

beberapa waktu lalu,

DENPASA& NtMBali sudah menyidangl<an dua tendak^a,

)aitu f€pala BP3rKI Denpasar\ /atan
Pageir dan Prij,oAdi Sant so.

Semenbra dua brsangl.a lairuya,
yaitu pemiliktanah G€de t',llornan hr-
arnartE dan Ktua Panitia Pengadaan

Iahan 'Ilusdi Prio Sambodo. "Kami
merungani dengan serius lqsus inf'
egasrfa Kllnjen Anang
sampai saat ini baru 4 blsanglq sata

iangbisaditetapkansebagaieEangka
dan dua sudah masuk persidangan
Ted€it nama b6ru dengan nama \ity'a-

iryulvlaondangaliasMjkmasihalen
menungu blca penidangan

'Jika memang dalam frlca persi-
dangan ubddi ada alinn dana, pasti
liami iadil€n ter:angl€;' pungkaflfa.

Sldangl<a$s dugaanmarkuplahan
rultuk kantor BP3TKI fBalai Pelajanan
PerlempalandanPertindunganTenaga
Icrja Indonesia) Denpasaryangdisebut
majelis hakim banyak kejanggalan
ditanggapi serius oleh lhbareslcim
Mabes Polrr Komjen Anang Islendax
Bahkan ia memastikan al€n mem-
FosespihaklairuryaFngtedibatse$ai
6!h pesidangan

Hal ini ditegaslen Komjen Anang
dalamacaraPelatihanBersanraKapasl-
tas PenegakHukrtdalamPenanganan
Tipilior ],ang diselewaralcn di Hobl
Sanur Paradise, Sanw Denpasar pada,

Senin (19/101. Iamengabl€npihaktla
sangat senus merungarn Kasus yang
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Penanganan Korupsi Masih Ada sekqt

Revisi UU KPK Dap iltDilakukan

Dalam Rangka Penguattr,

Bukan Pelemahan
Denpasar (Bali Post)

K6misi Pbmberantasan Korupsi (KPK) melalui program koordinasi supervisi
bidang penindakan, sangat berharap hilangnya sekat-seEat antara KPK dengan
isntanif hinnya, seperti polisi dan kejaksaan. Karenanya, KPKmemelopori gnltuk
melakukan pelatihan bersama peningkatan kapasitas penegak hukum dalam
penanganan tindak pidana korupsi di Sanur, Senin (19/10) kemarin.

PIt IGtua KPKTaufiequrach-
man Ruki dalam keterangan
persnya mengatakan memang
hingga saatinimasih ada sekat-
sekat dalam penanganan ko-
rupsi.'Ditanya apakah masih
ada sekat-sekat, jawaban saya
masih. Tetapi sekat-sekat seka-
rang tidak setebal 12 tahun yang
lalu," katanya.

Dia mencontohlan KPK jilid I
dahulu, KPK sangat sulit berko-
munikasi dengan kepolisian,
kejaksaan, BPK dan BPKP.
Namun kemudian pelan-pelan,
saat ini sekat-sekat ini sudah
semakin cair, ilan tidak lagi ada
ego sektoral. Dijelaskan, seir-
ing waktu, sekat ini masih ada
sedikit, namun sudah mencair,
karena ingin penanganan koru-
psi lebih tepat. "Sekarang sudah
tidak ada lagi keluhan penyidik
polri tentang P19. Karena saya
sudah minta pada kejaksaan
agrurg, begitu keluar SPDP, saya
minta kejaksaan mulai bertan-
ya, kasusnya ini apa, minta ke
BPKP tentang kerugian negara.
Jadi ini bisa mengatasinya,"
kata Taufiequrachman Ruki.
Pasalnya, dia bersama instansi
lain berkomitmep dalam penan_
ganan kasus korupsi, agar cepat
seperti jalan tnl Bali Mandara

Bagaimana soal rencana

revisi UU KPK? T{ufiequraeh-
man Ruki mengatalan UU KPK
itu bukanlah kitab suci. Maka,
janganlah bersikap bahwa UU
KPK tidak dapat disentuh.
'Revisi dapat dilakuka4 tetapi
dalam rangka perftuatan. Bu-
[s1 da]zrm rangka pelemahan "
katanya.

Dia mengatakpn, jangan
melakukan revisl UU KPK
dengan pikiran yang liar. Pada
kesempatan itu, Ketua KPK
mencoba menerangkan sejum-
Iah hal, seperti KPK dalam
penanganan perkara terdak-
wanya tidak ada yang bebas
dari putusan pengadilan- Walau
ada praperadilan yang kalah,
KPK mengaku sudah berbenah
dengan melakukan koreksi.
Soal dewan pengawas, siapa
yang mengawasi perlu diatur
dalam undang-undang, tanpa
menjadi celah untuk dilakrrkan
intervensi terhadap pelalsaan
petugas KPK. "KPK adalah
lembaga independen, tidak
boleh diintervensi oleh siapapun,
termasuk dewan pengawas.
Tetapi KPK tidak boleh berbuat
seenaknya tanpa pengawasar;"
jelasnya.

Begitu juga soal SP3. Dari
sisi hukum di-ungkinkan un-
tuk melakukan p"4* El!9:

nyidikan perkara, Taufi equrach-
man Ruki mengatakan, SPB
itu bisa dilakukan, apabila
tersangkanya mati, apabila
perkara sudah kedaluarsa, atau
perkembangan terbaru ter-
sangkanya stroke atau mental
dan moralnya jatuh.'Ini sudah
masukHAM," jelasnya.

Soal penyidik independen,
pihak KPK akan mempelajari
Iebih jauh, apakah bisa me'
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Inyediakan penyidik sendiri
atau- tetap dari unsur polri
dan kejaksaan. Dan terakhir
lsoal penyadapan. ,,yang di-
lakukan"KFf ,d"f^f, Xpf
diberikan kewenangan oleh
UU. Namun tata cara peny-
adapannya juga diatui UU,
ragaimnana penyadapan itu
dilakukan," sebutnya. Intin-
ya, UU KpK boleh dilakukan,
asal terjadi penguatan. Buka
pelemahan.

Untuk menguatkan komit-
men KpK dalam memberantas
korupsi, serta menghindari
terjadinya sekat-sekat. kemarin
dilakukan pelatihan pening-
katan kapasitas penegakkan

, *rhsu u #tf $ l.l$t$?LL

hukum dan sinergi antar pen-
egak hokum yakni KPI! polri
dan Kejaksaan. Sebab, salah
satu kunci keberhasilan dal"m
penanganan korupsi adalah
menjunjung tinggi nilai profe-
sional, integritas, pengawasan
yang.efektif fan penerapan
sanLsr yang tegas untuk men-
imbulkan efek jera.

Hadir dalam pelatihan itu
Kabareskrim Adng Iskandar,
Jampidsus R. Widyo Pramono,
Kepala BPKP Ardan Adiper-
dana, anggota III BPK EdyMu-
lyadi Soerpardi, Wakil Kepala
Pusat Pelaporan dan enaltisis
Transaksi Keuangan Agus
Santoso.(Kmb37)

ir t{. P

PELATIHAN BERSAMA - Ptt. Ketua KpKTaufiequrachmon Ruki (tenga\ *";i;ffIiopertanlaan wartawan pada honferensi pers pelatihan bersorna peninTk;toi i;;;;i_
tge_gevgsak huhum d.alom penanganan tincroh pid.ana korupei, d.i oZiiieo;-{;"
(19/10) kemarin.
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I Wayan Suambara
Mangupura @ali Post) -

Kepala Bappeda dan Lit-
bang I Wayan Suambara akh-
irnya memenuhi undangan
Komisi III DPRD Badung,
setelah empat kali tak hadir
dalam rapat pembahasan Kebi-
jakan Umum Anggaran (KUA)
dan Prioritas Plafon Angga-
ran Sementara (PPAS) 2016.
Sayangnya dalam pertemuan,
Senin (19/10) kemarin, di ge-

kan sudah dlnjadi kes$aka-
tan eksekuti{ dlan legislatif,"
ujap Swrmbfifa, usai bqtemu
I(omisiIII. "i i I

Dijelaska4, rancanga{ KUA
dan PPAS ypng diusrilkan
adalah Rp 4ilS triliun lebih,
di mana dr[F+ perjalpnan
ada pembahd$a4 serta uFulan
clan aspirasi ide*an, seblnsea
akhirnya ada ftapbahanldina
lagr Rp 37 mi$al. "Kamiltidak
berani mai4lqain. K{rena
angka inilah ['qng sud{h di-
teken dalam f,aripurna. Kami
mengakomodigf aopirasi d{wan.
Tidak berani fu4in-mairt sep-
eser pun," kat$nfa.

Ia pun meqgakui, metgan-
tongi dokur4fn hasil rl4pat
pembahasan lleo:gkap KUA dan
PPAS itu detgan dewan. Se-
1r' mlah usula{ ltalrbahan fang
muncul saat ffi bahasan $UA
dan PPAS, di intaranva bem-
belian mobil qi"gs. seffi Rp
14 miliar serta bengadaan baju
endek untuk er||rl senilai 4p 3,8

miliar. "Ada kok dokumennya.
Kami juga tidak tahu apzrnya
yang dipertanyakan dewan.
Tapi, model rinciannya besok
(hari ini - red) dijelaskan,"
tegasnya.

Ketua Komisi III Nyoman
Satria didampingi satu ang-
gotanya Made Sudarta dalam
rapat mengakui dewan tidak
pernah membahas dana Rp 37
miliar, namun dalam KUA dan
PPAS tiba-tiba'nongol. Dewan
juga merasa tidak pernah mem-
bahas itu. "Oke, kalauBappeda
dilarang memberi penjelasan
oleh penjabat bupati, besok
(hari ini - red) TAPD akan
kami undang mengenai selisih
dana ini. Biar terbuka secara
keseluruhan," tegasnya.

Komisi III DPRD Badung
pun akhirnya menutup rapat.
Bahkaa langsung memerintah-
kan pihak sekretariat dewan
menyiapkan undangan rapat

$tx nl atr fr JPns I

. Soal Selisih Anggaran,hingga_flgQft/iliar

Bappeda dan Lttbang
Tolak Berikan Penj ela$an

dung dewan Badung, pejabat
asal Denpasar itu menolak
memberikan penjefasan terkait
adanya selisih ang[aran Rp 37
milial ([4 4an PPAS. Wavan
Suambara berdalih jika ke-
hadirannya bersama jajaran
untuk memenuhi undangan
dewan dalam rangka rapat
kerja antara Komisi III dengan
Bappeda. Sedangkan KUA dan
PPAS merupakan rangkaian
dokumen penyrrsusnan RAPBD
yang secara subskinsi menjadi
kompetensi dan kewenangan
Tim Anggaran Pemerintah
Daerah (TAPD).

Suambara juga menjelaskarl
sebelum bertemu dengan Komisi
III, pihaknya telah mendapat-
kan petunjuk dan arahan dari
Penjabat Bupati agar tidak
memberikan penjelasan tentang
KUA dan PPAS dan RAPBD,
karena merupakan kompetensi
TAPD. "Sebenarnya sudah tidak
ada masalah (masalah selisih
anggaran - red). Karena itu

Bali Polukmb27

kalau rapat kami tunda. Bedok
kami eLan undang TAPD dh4
penjabat bupati," tegasnya. l

Satria dalrrm kesempatan ltr.lSatria dalrrm kesempatan ltr.l
juga membantah selisih dana f ,!
37 miliar sudah berdasarkan
kesepakatan bersama. M*t"f
rutnya, dana itu puncul tanlal
sepengetahuan dewan'Ttu sepi-
hak. Buktinya blangko pena
bahan 37 milier lfq tidak at

itu adalah Rancangan Kf|
PPAS saja," jelasnya. 

]
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Ee Pj. Bupati Nyo'gan Harry yang mengatur rapat ada{
Yudha Saka. "Mohon maaf . pimpinankomisi. (kmbz?)
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ditugaskaJoleh Ketua DPfrD
Badung I Nyoman Giri Pra.$ta
kala itu untuk membahas selisih
dana yang cukup besar itir.
'?akketua dewan justru menir-
gaskan saya waktu itu.
memang ada, kapan d
Saya tidak ngerti," ta
seraya menyebutkan,

iltl
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Terkait Serapan
APBD yang Rendah

.nalam ""g1yu1g 
dffiffi

Keiaquns R.Widvo Premnnn rzalro

_.nEf{pASAR_ Ada lontaran menarikdari
Ketua Komisi pem berantas xo*p Jt.riifit,
Taufi equrrahman Ruki turtuif ,"iu*o#
an^ggaran pendapatan belanja. p"mvat-aa.,
osampaikan saat acara U"na;ut;ir"iaf,_
han Bersama Kapasitas eenejat n-uliliDalam penanganan ripito.", ii ilriu,Pardise plaza, S;nin kemarin.
Dalam acara ini, Ketua lGKTaufiequr_

rahman Ruki menear"kil L;;;;ii;
111 

pejabat yurrg .i"ngatakan serapan
,trn.f atq.u anpo rendiht;;;_;;-*
kut diperiksa penegak nurum, itu adalahpernyataan b ullshit alias ornong toso.rg.Dia m-elegaskan hal rersebut di forum
acara KpK bersama pitrat fr4aUes-eolJ,
Kejagqng ppATK, Spt(P dan BpKRI. 

--"

Kejagung R.Widy; pramono, Kaba_
reskrim Mabes polri Komien Anang
Fpld"t, Kepala BpKp Ardan Aaipranal
Ada juga. anggota III BpK Eddy Mirl. yadi
Soepardi dan Wakil Kepala pusat "pel_

aporan dan Analisis Transaksi Keuangan
(PPATK) Agus Santoso.

Di hadapan 180 peserta pelatihan, Ruki
memberi samhutdn. Dia di kesempatan
ini menyatakan bahwa peserta pelatihan
langan ngumpul sesama korps saia. yane
polisi dengan polisi saja, laksa itenga;
JaKsa sara, clan seterusnva.

Begitu juga auditor jingan sendiri -
sendiri I

> BaTRuki-. Hat31

Alasan TaKrr*t
Diperiksa

DinilaiAneh
r RUlfl...

Sambungan dari hal 21

"Iangan ada sekat, jangan ada
ego. Ngobrollah, f.tkar nomor
telepon. Tujuan kita sama urtuk
pemberantasan korupsi. Asal-
kan bukan untuk meringankan
nmtutan. Narnun tetapkan unnrk
koordinasii' ungkap pensiunan
Inspelcur fenderal Polisi ini

Dia juga mengharapkan aga4
penyelidi( penldik dan audi-
tor agar menghilangkan urat
takutnya. fangan sampai takut
untuk memberantas korupsi.
Namun jangan juga "memain-
kan" mereka. "Misalnya ada
tersangka sampai bertahun
- tahun, tetapkan tersangka,
tahan. Kami belum ada kasus

lepas. Kecuali pra peradilan
(kasus Budi Gunawan) yang
membuat kami mematdngkan
lagi strategii' urainya.

Dia juga menguraikan so-
rotannya bahwa saat ini keti-
ka serapan APBN dan APBD
dengan banyaknya Silpa (Sisa
Lebih Penggunaan Anggaran)
malah menyalahkan penegak
hukum. Baginya ini sangat
aneh, ketika penegak hukum
digunakan sebagai alasan.

'Ada alasan begini. Kamitakut
diperiksa, makanya kami tidak
berani menjalankan proyek. Itu
menurut saya bulkhiti' ungkap-
nya, yang langsung disambut
tepuk tangan. Maklum, selama
ini memang banyak didesas-de-
suskan bahwa serapan dana

APBD hanya sedikit, karena
takut'pemeriksaan dan bisa
terjerat korupsi.'

Dia mengatakan, rasa takut
itu adalah karena ada pikiran
kotor dan perbuatan yang
dilakukan melanggar. "Itu
karena ada pikiran kotoc dan
memang ada niat untuk me-
nguntungkan orang lain dan
diri sendiri. Makanya takut
menjalankan programi' lanjut
Ruki, menegaskan.

Selain itu, dalam sesi tanya
jawab dengan wartawan, juga
memaparkan bahwa sampai
saat ini posisi Polri, Kejaksaan
dan KPK semakin tipis sekat-
nya. "Mungkin sekat untuk di-
nolkan sulit. Namun semakin
tipis," jelasnya.

Bagaimana dengan rencana
revisi UU KPK? Dia meniawab
dengan tegas, baginya tidak
masalah ada revisi lantaran
bukan kitab suci. Namun dia
mengatakan revisi adalah un-
tuk menguatkan, bukan untuk
melemahkan apalagi untuk
meniadakan. "ladi silakan re-
visi, untuk menguatkan, untuk
memperkokoh langkah pem-
berantasan korupsi. Bukan
untuk dilemahkani' cetusnya.

Dia juga menekankan salah
satu kunci keberhasilan pem-
berantasan tindak pidan; ko-
rupsi adalah upaya yangluar bi-
asa dari aparat penegak hukum
unruk menjunjung tinggi nilai-
nilai profesionalitas, integritas,
pengawasan yang efektif. fuga
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